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WALI KOTA BANJAR 
PROVINSI JAWA BARAT  

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 
NOMOR 5.b TAHUN 2017 

 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR  

NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA BANJAR,  

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah,  sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan pemerintah daerah 

dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pertimbangan yang objektif 

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 
memperoleh persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-
undangan; 

b. bahwa Tambahan Penghasilan ketiga belas merupakan salah 
satu upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan meringankan beban hidup bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, maka 
terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2016 perlu 

dilakukan penyesuaian;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4246); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014   tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3093); 

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  1994  tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Jabatan Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2010   
Nomor   51, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Nomor 5121); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4194); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 140 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135);  
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 

Gaji, Pensiun,  atau Tunjangan  Ketiga Belas Kepada Pegawai       
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota       

Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Pejabat Negara, dan   
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888); 

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan  Presiden  Nomor  97 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 

1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  3 

Tahun  2013  tentang  Kamus  Jabatan  Fungsional  Umum 
Pegawai Negeri Sipil; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Analisis Jabatan;  

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan;  

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 

2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri 
Sipil (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 296); 

21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor  10 Tahun 2016 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Banjar Nomor 15);  

22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8); 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2016 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR.  
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Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah 
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar 
Tahun 2016 Nomor 8) yaitu : 

 
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 4 
 

(1) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan Pemerintah Kota Banjar setiap bulan dan 
diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun, 

yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 
(2) Pemerintah Kota Banjar dapat memberikan tambahan 

penghasilan bulan ke 13 (tiga belas), dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup 
PNSD, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

 

Pasal II 
                                              

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

     

      

Ditetapkan di Banjar  

pada tanggal 26 Mei 2017  

WALI KOTA BANJAR,  

 

 

ADE UU SUKAESIH 

 

Diundangkan di Banjar  

pada tanggal 26 Mei 2017  

PELAKSANA TUGAS 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR  

 

 

 

 YUYUNG MULYA SUNGKAWA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR  5.b 


